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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Penyelesaian sengketa perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menimbulkan 

konsekuensi hukum yang berbeda bagi para pihak sesuai dengan jalur hukum yang 

ditempuh. Penyelesaian melalui hukum perdata memberikan kepastian hukum atas 

status piutang serta legitimasi penegakan hak melalui mekanisme eksekusi yang sah 

bagi Kreditor, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi Debitor berupa 

kepastian jenis sanksi dan kesempatan pembelaan tanpa ancaman sanksi pidana, 

sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Nga. Namun 

kepastian hukum tersebut tidak selalu diikuti dengan kepastian pelaksanaan hak 

secara faktual karena tidak diketahuinya keberadaan Debitor atau objek jaminan 

fidusia dapat menghambat pelaksanaan eksekusi meskipun telah terdapat putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Keadaan ini menunjukkan bahwa hukum 

perdata memiliki keterbatasan dalam menjamin pemulihan kerugian Kreditor secara 

nyata, namun tetap sejalan dengan prinsip keadilan karena berorientasi pada 

penegakan hak dan kewajiban yang bersumber dari perjanjian. Penyelesaian sengketa 

melalui hukum pidana belum sepenuhnya selaras dengan tujuan penyelesaian 

sengketa perjanjian kredit dengan jaminan fidusia karena berdasarkan Putusan 

Nomor 1550 K/Pid.Sus/2018 tidak memberikan kepastian pemulihan kerugian bagi 

Kreditor dan justru menimbulkan konsekuensi represif bagi Debitor berupa sanksi 

pidana tanpa menghapus kewajiban perdata yang tetap melekat. Rumusan tersebut 

menegaskan bahwa penyelesaian melalui hukum perdata lebih mencerminkan tujuan 
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penyelesaian sengketa kontraktual, sedangkan hukum pidana hanya layak diterapkan 

secara terbatas apabila perbuatan Debitor telah melampaui wanprestasi dan 

memenuhi unsur tindak pidana secara nyata. 

B. SARAN 

Penyelesaian sengketa perjanjian kredit dengan jaminan fidusia melalui hukum 

perdata maupun hukum pidana sama-sama menimbulkan konsekuensi hukum yang 

berat bagi para pihak, baik dari aspek waktu, biaya, maupun dampak hukum yang 

ditimbulkan. Oleh karena itu, Kreditor disarankan untuk bersikap cermat dan berhati-

hati dalam menentukan jalur penyelesaian sengketa yang akan ditempuh, dengan 

mempertimbangkan karakter permasalahan, tujuan yang ingin dicapai, serta akibat 

hukum yang mungkin timbul. Penggunaan jalur perdata sebaiknya diprioritaskan 

apabila sengketa bersumber dari wanprestasi dan Debitor beserta objek jaminan 

fidusia masih dapat dikuasai, karena jalur ini memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hak yang seimbang bagi para pihak. Penggunaan jalur pidana sebaiknya 

dilakukan secara terbatas dan proporsional apabila objek jaminan fidusia telah hilang 

atau dialihkan, namun Debitor masih dapat dimintai pertanggungjawaban, sehingga 

penegakan hukum tetap dapat dilakukan melalui pemberian sanksi pidana tanpa 

menghapus kewajiban perdata Debitor. Pendekatan tersebut diharapkan dapat 

menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, serta mencegah 

penggunaan hukum pidana secara berlebihan dalam sengketa yang pada dasarnya 

bersumber dari hubungan perjanjian. 
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